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Perceraian merupakan salah satu permasalahan cukup tinggi pada keluarga 
TKW, khususnya pada kasus perceraian keluarga TKW di Kecamatan Pekuncen 
Kabupaten Banyumas. Tingginya tingkat perceraian pada keluarga TKW karena 
dipicu berbagai permasalahan salah satunya faktor ekonomi. Berdasarkan fakta 
tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi 
penyebab perceraian pada keluarga TKW di di Kecamatan Pekuncen dan juga 
untuk mengetahui dampak perceraian yang terjadi pada keluarga TKW di 
Kecamatan Pekuncen 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data 
primer yang terdiri dari wanita TKW, Masyarakat, tokoh agama, kepala KUA di 
Kecamatan Pekuncen. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga 
teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
penulis menggunakan beberapa tahap yaitu: pengumpulan data reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada 
keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu 
faktor internal dan eksternal (a) Faktor internal yaitu Faktor ekonomi atau 
keuangan keluarga, (2) Tidak Ada Tanggung Jawab, (3) Faktor kurangnya 
komunikasi antar pasangan. (b) Faktor eksternal yaitu: adanya campur tangan dari 
keluarga salah satu pasangan dan, (2) faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan 
atau perselingkuhan. Sedangkan untuk dampaknya adalah, (a) Hubungan antara 
kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami 
perpecahan bahkan putusnya talisilaturahmi. (b) Anak mempunyai sikap seenaknya 
sendiri dan kurang perduli terhadap keadaan sekitarnya. (c) Anak-anak hanya dekat 
dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak 
korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibukah atau 
dengan ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda 
rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan 
saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga 
semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk 
memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. 
Demi memenuhi berbagai kebutuhan hidup, masyarakat bekerja keras 
sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan masing masing misalnya petani 
yang berada di lading lading setiap haridari pagi hari hingga menjelang 
petang, nelayan yang melaut dari tengah malam sampai pagi hari, karyawan 
yang harus bekerja di kantor kantor, pegawai dan lain sebagainya. Kegiatan 
ini seakan akan menjadi rutinitas yang harus dilaksanakan guna mencukupi 
kebutuhan sehari hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dimana harga 
kebutuhan pokok semakin mencekik leher. Lebih dari itu kebutuhan sehari 
hari juga sekarang semakin berat dipikul semtara lapangan pekerjaan semakin 
menyempit, sedangkan membuka lapangan usaha biasanya tak ada. Hal inilah 
yang kemudian menjadi polemikdi masyarakat Indonesia sehingga tidak 
jarang masyarakat Indonesia nekat berangkat keluar negri dan menjadi TKI 




semacam ini terpaksa dilakuklan semata mata demi  rupiah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Bagi mereka pendapatan dari hasil kerja diluar negri 
upahnya lebih besar daripada di negri sendiri yang antara pekerjaan dan upah 
tidak sebanding dengan hasil kerjanya.
1
 
Dalam hal ini Islam pun tidak melarang seseorang bekerja dimanapun 
asalkan pekerjaan itu halal. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi 
prinsip rahmat lil „alamin yang berarti Islam menjadi paying bagi seluruh apa 
yang ada di alam raya ini. Terutama bagi manusia yang mrupakan peemegang 
amanah sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang dimaksud bukan saja 
kesejahteraan perorangan tetapi juga kesejahteraan secara umum bagi 
manusia seutuhnya. 
Islam mengatur kesejahteraan ini melalui sebuah lembaga keluarga. 
Keluarga yang merupakan sebuah bentuk masyarakat terkecil yang dapat 
menjadi sebuah tolak ukursejahteraan masyarakat yang lebih luas. Keluarga 
terbentuk melalui sebuah ikatan perkawinan, karena itu perkawinan sangat 
dianjurkan oleh Islam.
2
 Disana terdapat kewajiban suami terhadap istri serta 
kewajiban isri terhadap suami yang merupakan benetuk nyata untuk 
membangun kesejahteraan secara bersama sebagi bagian dari suatu 
masyarakat. Diantar kewajiban suami adaalah member nafkah terhhadap 
istrinya. Walaupun demikian, seorang suami bukanlah manusia super yang 
tidak memiliki batasan tertentu. Dari keterbatasan yang dimiliki seorang 
suami dalam hal mencari nafkah ini seringkali hasil dari pekerjaannya tidak 
                                                           
1 Abdul Khilik, Warna-Warni Islam, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), hlm. 135 




dapat menutupi kebutuhan sehari hari yang semakin mencekik. Sehingga 
tidak sedikit seorang istri yang kemudian membantu suami dalam hal bekerja 
untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik dengan cara pekerjaan 
sendiri, berjualan, bahkan sampai rela meninggalkan keluarga dengan 
mendaftarkan diri menjadi TKW. 
Di daerah Kecamatan Pekuncen pada saat ini, hampir sebagian 
masyarakatnya mencari kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar 
negeri ke negara lain untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi oleh 
masyarakat Kecamatan Pekuncen sendiri yang menjadi dominan menjadi 
TKW adalah dari pihak istri yang oleh pemerintah menamainya TKW. 
Sebagai TKW menurut masyarakat Kecamatan Pekuncen itu merupakan jalan 
yang terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi 
dibanding dengan gaji di Indonesia sendiri. Dalam hal ini TKW yang ada di 
Daerah Pekuncen mencapi kurang lebih 29 Orang.
3
 
Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan 
suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. 
Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur 
secara tegas, melainkan hanya menetukan bahwa perceraian hanyalah satu 
sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan 
putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah: 
                                                           
3 Wawancara dengan Bapak Warseno selaku mantan Lurah di Desa Pekuncen Pada Tanggal 




“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau 
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.4 
Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang 
mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi 
Muhammad SAW sebagai berikut: 
 أ لاق . م .ص للها لوسر نا رمع نبا نع  ب  غ  ض   لا  ل  إ ل  ل  َ طا للها   ل  ق 
)هححصو مكالاو دواد وبا هاور( 5 
Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa rasullah SAW. Bersabda. Perbuatan halal 
yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak/ perceraian. (Riwayat 
Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahkan olehnya). 
 
Berdasarkan hadist tersebut, menunjukkan bahwa perceraian 
merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami 
istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan 
keutuhan dan kelanjutannya. 
Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan 
perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam 
suatu peraturan perundangan-perundangan yaitu Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan 
pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Peraturan 
perundangan-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Khusus umat Islam, disamping itu juga berpedoman pada Undang-
Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur 
                                                           
4 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXX1, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 
42 




permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk 
di dalamnya masalah perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian 
tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu 
perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang 
dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama memandang 




Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di 
Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan 
tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara 
mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 
1 Tahun 1974 yaitu: 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 
pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri 
tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. 
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri. 
Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Perceraian hanya 
dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan 
                                                           
6 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 








Jadi dari ketentuan diatas jelaslah bahwa, undang-undang perkawinan 
pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan 
perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidangpengadilan, juga harus 
disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya 
perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian 
maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam 
perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. 
Keputusan seorang istri menjadi seorang TKW biasanya menjadi 
problem baru dalam sebuah rumah tangga. Seperti ungkapan Ibu Sukarni (30 
Th) menjadi TKW di Hongkong semenjak Tahun 2008, kepergian Ibu Sukati 
merasa bahwa pemberian suami yang tidak seberapa maka kebutuhan hidup 
mereka tidak akan terpenuhi. Jika kebutuhan hidup sudah tidak terpenuhi 
maka yang menjadi pintasnya adalah berhutang ke tetangga atau warung 
warung. Akan tetapi jika teus terusan berhutang untuk memenuhi kebutuhan 
hidup keluarga maka hutang akan semakin bertambah banyak dan lama 
kelamaan tidak akan lagi yang mau memberikan hutang pada keluarga 
tersebut. Kemudian Ibu sukarti memutuskan nekat pergi keluar negri menjadi 
TKW yang bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi. Namun harapan 
tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataanya hasil 
                                                           





jeripayah selama meranto tidak di kelolah dengan baik oleh suaminya, 
akhirnya rumah tangga berujung pada perceraian.
8
 
Pengalaman yang berbeda dialami oleh Ibu Sukirah (38 Th) asal Desa 
Petahanan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Ibu Sukirah 
memutuskan menjadi TKW dikarenakan kebutahan ekonomi. Keberangkatan 
Ibu sukirah kurang dapat dukungan dari suami akan tetapi Ibu Sukirah tetap 
nekat menjadi TKW padahal suami kurang setuju maka dampaknya adalah 
keretakan hubungan rumah tangga itu sendiri. Keretakan dalam rumah tangga 
ini di akibatkan karena perasaan seorang suami yang sudah tidak dihormati 
lagi oleh istri atau suami merasa harga dirinya sebagai pemimpin rumah 
tangga sudah di injak injak, ucapan suami tidak didengarkan, akibat dari itu 
tidak sedikit seorang suami melampiaskan kekesalannya dengan cara 
memanfaatkan waktunya berselingkuh dan berfoya foya.
9
 
Bukan hanya itu, konflik yang terjadi pada keluarga yang istrinya 
menjadi TKW juga diakibatkan karena istri merasa beranjak dari seorang 
yang di pimpin menjadi pemimpin. Ketika istri bekerja diluar negri dan 
ternyata hasil pekerjaanya memuaskan maka tidak jarang istri mulai 
memandang sebelah mata penghasilan dari suami. Sehingga karena merasa 
istri yang lebih banyak menghasilkan, suami dijadikan seorang pesuruh oleh 
istrinya. Jika hal demikian terus berlanjut maka tidak mungkin suami 
memberontak karena harga dirinya sebagai seorang suami sudah hilang. 
                                                           
8 Wawancara dengan Ibu Sukarti Selaku TKW Pada Tanggal 01 Desember 22017 




Konflik demi konflik silih berganti menghantam kehidupan rumah 
tangga mereka tak ubahnya seperti gelombang air laut yang dating 
menghantam perahu yang sedang berlayar ditengah lautan luas. Jika sang 
kapten dan anak buah kapal tidak mampu mengendalikan layar dan mesin 
kapal, terkuraplah kapal sedikit demi sedikit, hingga ahirnya tenggelam 
ditelan lautan yang sangat dalam. Seperti itulah gambaran bahtera rumah 
tangga jika kepala rumah tangga dan kru kapalnya tidak dapat menguasai diri 
dalam menjalani kehidupan rumah tangganya maka sedikit demi sedikit 
rumah tangga itu pati hancur. 
Dari uraian singkat di atas, maka penulis merasa perceraian yang 
terjadi diantara keluarga yang istrinya seorang TKW layak untuk di bahas 
lebih mendalam. Untuk membatasi penelitian ini, penulis akan melakukan 
penelitian di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Bnyumas. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis 
bermaksud memberikan penegasan sehingga arah dan tujuan penulisan ini 
jelas. Istilah tersebut sebagai berikut: 
1. Perceraian 
Percerian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua 
pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka 
berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
10
 Sedangkan 
                                                           
10 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 1 




percerian dalam Islam sering disebut dengan istilah Talaq yang artinya 
segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, dijatuhkan hakim, 
maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 
meninggalnya salah seorang suami atau istri.  
2. Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja Wanita 
(TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai 
pembantu rumah tangga ataupun sebagai buruh perusahaan. Sedangkan 
tenaga kerja yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah tenaga kerja 
wanita yang berkerja di luar negri untuk memperoleh pendapatan yang 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Apa faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita 
(TKW)di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ? 
2. Apa dampak terjadinya perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) 
di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan dari peneltian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui apa faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya 
perceraian dikalangan TKW. 
b. Mengetahui kehidupan rumah tangga TKW pasca bercerai. 
2. Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi: 
a. Manfaat teoritis 
1) Memberikan sumbangsih wacana keilmuan dalam bidang hukum 
keluarga terutama dalam hal perceraian. 
2) Sumbangan keilmuan untuk Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 
3) Menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca 
pada umumnya dalam bidang hukum keluarga dan perceraian 
dikangan keluarga TKW. 
b. Manfaat praktis 
1) Menghindarkan atau menghilangkan faktor faktor yang dapat 
menjadi pemicu perceraian di kalangan TKW. 
2) Sebagai sebuah bahan renungan bagi masyarakat untuk lebih 
memikirkan secara matang untuk melakukan perceraian terutama 
bagi keluarga TKW. 
 
E. Telaah Pustaka 
Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang 
sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan 




adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada 
dan yang akan diteliti.Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-
teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari 
peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan 
berpikir penyusun. 
Muhammad Syarifuddin, dkk dalam bukunya Hukum Peceraian 
mengemukakan bahwa bentuk bentuk perceraian yang mengakibatkan 
putusnya perkawinan yang diatur dalam Islam, yang dapat menjadi alasan-
alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat 
yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.
12
 
Buku karya Nurul Huda Haem yang berjudul “Indahnya Perceraian” 
mengemukakan QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai dasar membicarakan 
perceraian tentu akan membimbing kita menjadi lebih arif karena dengan 
kitab suci adalah menghendaki rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan 
warahmah. Perceraian yang indah itu tentu saja yang berlangsung tanpa 




Buku karya Bahder Johan Nasution dalam buku Hukum Perdata Islam 
mengemukakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya 
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal 
penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin 
                                                           
12 Syaifuddin Muhammad, Dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 
117. 





suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan 
ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut khulu’, yaitu perceraian atas 
keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.
14
 
Dalam fiqh Munakahat II yang ditulis oleh Supriatna, dkk 
mengemukakan bahwa Jumhur Ulama termasuk imam madzhab empat 
berpendapat bahwa apabila terjadi khulu’, maka isteri menguasai dirinya, ia 
berhak menentukan nasibnya sendiri, suami tidak boleh meruju’nya karena ia 
telah mengeluarkan uang (sesuatu) untuk melepaskan diri dari suaminya. 
Sekalipun suami bersedia mengembalikan tebusan isterinya, suami tetap tidak 
berhak meruju’ isterinya selama iddah. Pada saat itu sa’id bin Musayyab dan 
az-Zuhri (guru Imam Malik) berpendapat bahwa suami berhak meruju’ isteri 
dengan mengembalikan tebusannya selama masa iddah dan ruju’nya harus 
dipersaksikan. Pendapat Jumhur lebih rajih, karena kalau suami berhak 
meruju’ isterinya, maka tebusan isteri tidak ada artinya sama sekali.15 
Qomaruddin Hidayat dalam bukunya yang berjudul Pranata Sosial di 
Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan.Misalnya, juga 
telah melakukan kajian terhadap hal ini. Dalam buku ini, Qomaruddin 
Hidayat menjelaskan bahwa perceraian yang berlaku dalam ikatan 
perkawinan orang-orang Islam di Indonesia adalah instuisi talak, yang dalam 
hal ini suami dapat menceraikan isterinya sesudah usaha-usaha yang 
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dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk merekonsiliasikan pasangan suami 
isteri itu tidak memenuhi hasil yang memuaskan.
16
 
Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA
17
 dalam bukunya 
yang berjudul Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, bahwa 
pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya 
dengan itu suatu percekcokan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi 
penyebab perceraian bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan 
kewajibannya, atau terjadi perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan 
masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu 
ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi maupun suami 
yang tidak bertanggung jawab. Misalnya selama berrumah tangga suami tidak 
mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula isteri tidak berpenghasilan dan 
hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus ini boleh dikatakan bahwa 
yang menjadi penyebab perceraian ialah serentetan permasalahan, dan 
masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan isteri, sampai kepada masalah 
intervensi orang tua. 
Tetapi perlu diingat pula bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor 
penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, bisa juga terjadi dari 
pihak suami yakni tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga 
terjadinya ada pihak ketiga (selingkuh) yang menjadi penyebab terjadinya 
perceraian. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi 
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dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang 
dari pihak ketiga untuk campur tangan dalam keluarga mereka. 
Kesimpulannya bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia dalam 
segala hal, maka kondisi tertentu perceraian itu merupakan satusatunya jalan 
mengakhiri kemelut rumah tangga. 
Sugianto dalam skripsinya yang berjudul “Ta‟liq Thalaq Dalam 
Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,18 dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ta‟liq thalaq adalah pergantungan thalaq yang diucapkan oleh suami 
dengan suatu syarat. Di Indonesia ucapan pergantungan thalaq ini 
diucapkan sesudah akad nikah, karena di Indonesia ta‟liq thalaq diartikan 
semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya 
suatu thalaq atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar 
salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu dan pada dasarnya 
penggantungan ini tidak ada unsur paksaan, namun hanya suka rela. 
2. Dilihat dari segi substansinya perjanjian ta‟liq thalaq pada dasarnya 
merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat suka rela, ada tidaknya 
ditentukan oleh kehendak para pihak suami isteri yang bersangkutan. 
Hanya dalam hal ini aturan perundangan (fakta yuridis) itu ikut campur 
tangan, yakni peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1991 mengatur 
tentang prosedur serta rumusan ta’liknya, yaitu memberikan keadilan bagi 
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masing-masing pihak, baik kepentingan suami maupun kepentingan 
perlindungan terhadap isteri. 
3. Dalam putusnya suatu thalaq ditentukan oleh Pengadilan atas kuasanya. 
Namun dalam kitab-kitab fiqh tidak ada yang menyebutkan bahwa 
putusnya thalaq itu harus dimuka Pengadilan, hal ini pada dasarnya ucapan 
thalaq itu adalah bukan untuk dibikin main-main. Jadi kalau di Indonesia 
itu harus dilakukan dimuka Pengadilan dimaksudkan untuk mengurangi 
terjadinya perceraian, hal ini kalau dikaitkan dengan ushul fiqh adalah 
merupakan suatu maslahah mursalah bagi umat yang ada di Indonesia. 
4. Alasan yang bisa dibuat untuk mengajukan thalaq atau cerai adalah 
sebagai berikut: suami tidak memberi nafkah, salah satu pihak 
meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak 
mendapat hukuman penjara selam 5tahun atau hukuman yang lebih berat, 
salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak murtad atau 
keluar dari agama Islam, salah satu pihak menjadi pemabuk berat, penjudi 
berat yang kesenangnya itu sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak 
melakukan penganiayaan dengan kejam yang bisa membahayakan pihak 
lain. Salah satu pihak terdapat cacat jasmani yang tak mungkin dapat 
disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau 
pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan dan rukun kembali. 
5. Sedangkan thalaq muallaq hanya ada dalam kitab-kitab fiqh yang 




secara sepintas thalaq muallaq sama dengan ta’liq thalaq. Hanya secara riil 
berbeda. 
6. Akhirnya ditemukan bahwa di Indonesia tidak dikenal dengan istilah 
thalaq muallaq dan ta’liq thalq itu hanya berlaku di Indonesia yang 
merupakan terminologi khusus. 
Subhan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Ekonomi 
Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim 
Pengadilan Agama Purwokerto No. 43/Pdt. G/2007/PA. Pwt, No.41/Pdt. 
G/2007/PA. Pwt, No.46/Pdt. G/2007/PA. Pwt)”.19 Telah meneliti faktor 
ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan secara terusmenerus 
yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga. 
Didalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu hal yang bisa 
menyebabkan difasakhnya suatu perkawinan, tetapi dalam skripisi ini lebih 
memfokuskan sebabnya dari ekonomi (nafkah), sehingga berbeda dengan 
penelitian yang penyusun lakukan. Karena fokus utama dalam penelitian ini 
adalah mengenai perceraian akibat melanggar ta’lik talak. 
Dalam skripsinya Dwi Septinah yang berjudul Analisis Terhadap 
Cerai Gugat Karena Paksaan Ber-Keluarga Berencana (Studi Putusan Nomor 
1150/Pdt.G/2013/PA.PBG), dalam kesimpulan peneliti ini menyatakan bahwa 
gugat cerai yang disebakan paksaan ber-Keluarga Berencana menurut 
pandangan Islam yaitu perpisahan atau perceraian antara suami isteri 
dibolehkan apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan kemadharatan 
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pada istri  yang mana suami memaksa untuk menggunakan alat kontasepsi 
saat melakukan hubungan suami istri, serta menurut mazhab Hanafi, Syafi’i 
dan Hambali dibolehkan melakukan perpisahan apabila menimbulkan 




Berdasarkan pelacakan sumber-sumber litelatur dari hasil penelitian 
terdahulu belum ada yang sama dan membahas perceraian dikalangan 
keluarga tenaga wanita yang ada di kecamatan Pekuncen Kabupaten 
Banyumas. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Uraian dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya 
merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang 
bersifat luas (umum) dan sedikit demi sedikit diarahkan kepada posisi 
tertentu (khusus) untuk mencapai pokok-pokok masalah, sehingga 
menghasilkan bahasan yang terfokus secara sistematis. Adapun sistematika 
penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bab I: Pendahuluan dalam bab ini penulis membahas tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, 
metode penulisan, data sistematika penulisan. 
Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di 
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas 
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Bab II: Bab ini merupakan bab yang berisi Faktor-Faktor Perceraian 
di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang meliputi pengertian dan dasar 
hukum, macam-macam, syarat-syarat 
Bab III: Bab ini merupakan bab yang berisi metodologi penelitian 
yang beri tentang jenis penelitian, pengumpulan data dan analisis data 
Bab IV: Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta analisis yang 
dilakukan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. 
Bab V: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor 
penyebab perceraian pada keluarga TKW di maka dapat di ambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita 
(TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan 
eksternal (a) Faktor Intern yaitu Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, 
(2) Tidak Ada Tanggung Jawab, (3) Faktor kurangnya komunikasi antar 
pasangan. (b) Faktor Ekstern yaitu: adanya campur tangan dari keluarga 
salah satu pasangan dan, (2) faktor ketidak setiaan salah satu pasangan 
atau perselingkuhan. 
2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW 
antara lain: 
a. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing 
pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusnya 
talisilaturahmi. 
b. Anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang perduli terhadap 
keadaan sekitarnya. 
c. Anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya 
yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus 




ayahnya. Keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan 
menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian 
pada keluarga TKW di desa citembong, kecamatan bantarsari, kabupaten 
cilacap yang telah dilakukan dan informan yang telah diperoleh terdapat 
banyak hal yang perlu disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pihak keluarga TKW yang mengalami perceraian 
a. Bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang 
lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin 
silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekan yang 
sedang mengalami masalah 
b. Hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang 
sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya 
mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu 
ayah atau pun ibu 
2. Pihak Keluarga pasangan keluarga TKW yang bercerai 
a. Bagi keluarga dari masing-masing pasangan keluarga TKW yang 
bercerai hendaknya tetap menjalin hubungan dengan baik. Tali 




b. Hendaknya keluarga masing-masing harus saling menahan ego dan 
harus bisa melihat bagaimana masalah yang di alami oleh pasangan 
yang bercerai tersebut 
3. Pihak Masyarakat 
Masyarakat hendaknya bersikap bijaksana, dengan adanya 
perceraian yang terjadi pada keluarga TKW dapat menjadi pelajaran agar 
dapat berhati-hati dalam menjaga rumah tangganya masing-masing. 
4. Pihak Peneliti 
a. Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga 
TKW harus lebih ditingkatkan. Agar dapat memberikan tambahan 
khasanah wawasan pengetahuan 
b. Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan 
datang disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang 
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